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PENCEMARAN /PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
BERDASARKAN UU NO.32 TAHUN 2009.
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Fakultas Hukum Universitas Jambi
Kampus Pinang Masak, Mendalo – Darat Jambi 36361
Penelitian ini membahas permasalahan tentang hak gugat yang dimiliki pemerintah dan
pemerintah daerah terhadap pelaku pencemaran/perusakan lingkungan yang dirumuskan
di dalam Pasal 90 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bila dilihat dari substansinya, maka ketentuan Pasal 90
ini merupakan ketentuan yang baru yang dibangun oleh undang-undang setelah
menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Tujuan penelitian ini untuk
menggambarkan kedudukan dan fungsi hak gugat tersebut dalam tatanan hukum
administrasi negara dan mekanisme penegakan hukum lingkungan. Bentuk penelitian
adalah yuridis normatif dengan pendekatan secara statuta dan  conseptual approach.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan Pasal 90 ayat (1) UU-PPLH tersebut
sarat dengan konflik norma maupun penafsiran yang bersifat ganda (multi tafsir)
sehingga membuka peluang untuk adanya penafsiran yang berbeda terhadap makna isi
Pasal 90 ayat (1) tersebut. Konflik norma terjadi dalam ranah pengertian hak gugat yang
berhadapan dengan kedudukan pemerintah/pemerintah daerah sebagai lembaga publik.
Meskipun di dalam penjelasan disebutkan tujuannya adalah melindungi hak milik public
namun adalah tidak tepat pemerintah berkedudukan dan menggunakan sarana
keperdataan untuk mempertahankan hak yang bersifat publik. Multi tafsir pun dapat
terjadi dalam memaknai pengertian ganti rugi dan tindakan tertentu yang menjadi objek
gugatan. Suatu gugatan keperdataan akan bersandarkan pada konsep perbuatan melawan
hukum (onrechmatigedaad) Pasal 1365 KUHPerdata dengan beban pembuktian Pasal
1865 KUHPerdata. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip yang dianut oleh Hukum
administrasi negara bahwa gugatan tata usaha negara bukan pada perbuatannya tetapi
pada bentuk putusannya. Demikian pula dengan konsep gugatan tindakan tertentu, yang
justru akan lebih efektif bila diterapkan dalam ranah hukum administrasi negara sebagai
bagian dari penerapan sanksi adminstrasi.
Kata Kunci : Hak Gugat ,Pemerintah Dalam Perusak/ Pencemaran, Lingkungan Hidup
PENDAHULUAN
Masalah lingkungan hidup merupa-
kan sebuah issue global dan universal
yang menyita begitu banyak perhatian
berbagai pihak. Masyarakat dunia
berpacu memecahkan berbagai perso-
alan terkait pengelolaan dan perlindu-
ngan lingkungan , baik secara sendiri-
sendiri maupun melalui berbagai
kerjasama dunia internasional. Berbagai
konferensi, seminar hingga gerakan-
gerakan peduli lingkungan hidup
seakan-akan marak menjadi sebuah
kegiatan yang telah menjadi agenda
dunia di dalam upaya penyelamatan
lingkungan. Namun semakin banyak
gerakan dan kegiatan ilmiah yang
bertujuan menyelamatkan lingkungan,
semakin banyak pula kegiatan yang
berpotensi mnimbulkan pencemaran
dan perusakan lingkungan, baik dari
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kalangan industri maupun non industri
seperti kegiatan rumah tangga sehari-
hari.
Kondisi yang sama dihadapi
Indonesia sebagai sebuah Negara
berkembang. Dan seperti halnya di
Negara berkembang lain bahwa
persoalan utama terkait lingkungan
hidup terletak pada masalah
penggunaan tekhnologi untuk mengejar
ketertinggalan pembangunan tersebut.
Indonesia sebagai sebuah Negara
berkembang yang sedang bekerja keras
mengejar ketertinggalan pembangunan
di berbagai sektor juga tak luput dari
persoalan yang klasik yakni adanya
pertentangan kepentingan antara
perlindungan lingkungan dan
pembangunan. Pembangunan sering
diindentikkan dengan pencemaran dan
perusakan lingkungan. Karena dengan
dalih pembangunan tersebut maka
seolah semua dampak yang timbul
(termasuk dampak negatif) dapat
dikesampingkan.
Pemerintah Indonesia sebenarnya
telah berupaya meminimalisir dampak
negatif yang timbul dari sebuah
pembangunan terhadap kelestarian
lingkungan melalui berbagai peraturan
perundang-undangan. Keseriusan
pemerintah di dalam menyikapi arti
penting lingkungan hidup terlihat dari
adanya perubahan terhadap undang-
undang lingkungan hidup yang berlaku.
Dimulai dengan Undang-undang Nomor
4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1997 dan terakhir
diperbaharui melalui Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang
yang terakhir yang disebut dengan
Undang-Undang tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(selanjutnya disebut dengan UU-PPLH)
merupakan undang-undang yang sarat
dengan muatan prinsip-prinsip hukum
administrasi Negara dan otonomi
daerah. Hal ini dilakukan mengingat
masalah lingkungan sebagian besar
berada dalam wilayah hukum publik
dimana Negara mempunyai peran yang
lebih besar dalam menentukan arah
kebijakan dan perencanaan terhadap
sistem perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, terlebih di dalam
sebuah Negara yang merupakan welfare
state (Negara kesejahteraan). Di dalam
welfare state, Negara / pemerintah harus
berperan aktif untuk menjamin
pemenuhan hak-hak warga Negara1 dan
hak atas lingkungan hidup merupakan
salah satu hak azasi yang
pemenuhannya harus dilakukan oleh
Negara. Bahkan di dalam Pasal 65 UU-
PPLH disebutkan bahwa “setiap orang
berhak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat sebagai dari hak azasi
manusia”. Ketentuan pasal ini
merupakan perwujudan dari ketentuan
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 hasil
amandemen yang menyebutkan bahwa
“setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”
Dengan alasan filosofis dan yuridis
di atas maka UU – PPLH memberikan
penguatan normatif terhadap peran dan
fungsi pemerintah di dalam perlindu-
ngan dan pengelolaan lingkungan
hidup. Namun bila dicermati masih
terlihat adanya  benturan atau konflik
norma di dalam substansi Undang-
Undang tersebut yang dikhawatirkan
justru akan menjadi faktor penghambat
di dalam penyelengaraan upaya
penegakan hukum lingkungan itu
sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh
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Soerjano Soekanto2 bahwa salah satu
faktor yang mempengaruhi efektifitas
keberlakuan sebuah hukum adalah
faktor hukum itu sendiri dalam hal ini
adalah norma-norma yang terkandung
di dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 terutama yang terkait pada
wewenang dan fungsi pemerintah/pe-
merintah daerah.
Sebagai sebuah undang-undang yang
mendapat penyempurnaan substansi,
UU-PPLH  di samping tetap mengatur
masalah pelimpahan kewenangan
pengaturan dan pengelolaan lingkungan
hidup kepada daerah , juga memuat
substansi baru yang memberikan
penguatan terhadap kewenangan
pemerintah itu sendiri yakni adanya
pengaturan terhadap hak gugat
administratif dan hak gugat pemerintah.
Pasal 90 (1) UU-PPLH menyatakan
bahwa :
“instansi pemerintah dan pemerintah
daerah yang bertanggungjawab di
bidang lingkungan hidup berwenang
mengajukan gugatan ganti rugi dan
tindakan tertentu terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang menyebabkan
pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yang mengakibatkan
kerugian lingkungan hidup”.
Selanjutnya didalam Penjelasan
disebutkan bahwa hak gugat ini dapat
diterapkan terhadap kerugian
lingkungan hidup yang bukan kerugian
terhadap hak milik privat. Bila
ditafsirkan secara a contrario maka hak
gugat tersebut baru dapat diberlakukan
terhadap  sebuah kerugian yang bersifat
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan terhadap hak milik publik
maupun hak milik Negara.
Permasalahan yang kemudian lahir
adalah kriteria kerugian itu sendiri serta
hak milik publik maupun milik Negara
secara konseptual dan normatif.
Mengapa demikian? Karena secara
prinsip telah disepakati dalam Deklarasi
Rio bahwa lingkungan hidup adalah
satu kesatuan, dalam pengertian
lingkungan hidup adalah milik seluruh
masyarakat yang berarti kerugian
terhadap lingkungan hidup tidak akan
pernah hanya menyangkut hak milik
individu tertentu saja tetapi akan
menyangkut kepentingan publik/masya-
rakat luas termasuk Negara.
METODE PENELITIAN
Bentuk dan spesifikasi dan Pendeka-
tan Penelitian
Bentuk penelitian ini adalah
penelitian yuridis normatif dengan
spesifikasi penelitian sebagai suatu
penelitian eksploratoris dimana
penelitian bertujuan untuk menelaah
dan mengkaji  secara lebih mendalam
prinsip dan azas hukum yang terkait
pada aspek fungsi dan peran hukum
administrasi Negara serta hak gugat
pemerintah di dalam sistem penegakan
hukum lingkungan.  Sesuai dengan
bentuk dan spesifikasi penelitian di atas,
maka penelitian ini akan dilakukan
dengan menggunakan pendekatan
secara perundang-undangan (statuta
approach) dan pendekatan konsep
(conseptual approach) 3.
Jenis dan Sumber Penelitian
Sebagai suatu penelitian yuridis
normatif maka penelitian ini
mempergunakan  data sekunder yang
disebut dengan bahan-bahan hukum ,
yang terdiri dari (1) bahan hukum
primer yakni peraturan perundang-
undangan yang terkait, antara lain UU
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No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
dan Perlindungan Lingkungan Hidup,
beserta peraturan pelaksana lainnya
yang terkait; (2) bahan hukum sekunder
berupa buku-buku, literatur maupun
jurnal yang terkait objek penelitian dan
(3) bahan hukum tersier berupa kamus-
kamus, yakni kamus besar Bahasa
Indonesia dan kamus hukum yang akan
memberikan penjelasan tentang
berbagai konsep dalam peraturan
perundang-undangan terkait.
Alat Pengumpul Bahan Hukum
Untuk mendapatkan bahan hukum yang
diperlukan penelitian ini akan
mempergunakan beberapa metode alat
pengumpul bahan hukum, yaitu :
a. Documentary research yaitu
penelitian yang dilakukan untuk
mendapatkan bahan hukum primer
dengan melakukan inventarisir, dan
menelaah / menganalisis peraturan
perundang-undangan terkait pada
penggunaan instrument hukum
administrasi dalam penegakan
hukum lingkungan.
b. Library research yaitu penelitian
yang dilakukan untuk
mengumpulkan dan mendapatkan
bahan hukum sekunder dan tertier,
dengan melakukan kegiatan
menganalisis pendapat para sarjana
tentang kedudukan dan fungsi
sarana hukum administrasi Negara
di dalam penegakan hukum
lingkungan.
Analisis Bahan hukum
Bahan-bahan hukum  yang berhasil
dikumpulkan akan diolah dan dianalisis
dengan melakukan suatu penafsiran
hukum dan evaluasi terhadap
perundang-undangan terkait issue
hukum tentang hak gugat pemerintah di
bidang lingkungan hidup, agar nantinya
dapat diambil suatu kesimpulan
terhadap norma-norma hukum yang
menyangkut peran dan efektiftas
penerapan hak gugat pemerintah di
dalam suatu mekanisme penegakan
hukum lingkungan di Indonesia.
HASIL PEMBAHASAN
Peranan Hukum Administrasi
Negara Dalam Sistem Penegakan
Hukum Lingkungan
Seperti telah dijabarkan dalam bab
terdahulu bahwa penegakan hukum
lingkungan dimaknai sebagai suatu
upaya untuk mencapai ketaatan
terhadap peraturan dan persyaratan
dalam ketentuan hukum yang berlaku
secara umum dan individual melalui
pengawasan dan penerapan sanksi
administrasi, kepidanaan dan keperda-
taan; yang dapat dilakukan secara
preventif dan represif. Cakupan
penegakan hukum tersebut dapat
ditemukan di dalam seluruh ketentuan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Pengelolaan dan Perlindungan
Lingkungan Hidup. Substansi
penegakan hukum ini pun  dirasa sesuai
dengan konsep pembidangan hukum
lingkungan yang didasarkan pada
karakteristik substansinya yakni, hukum
lingkungan keperdataan, hukum
lingkungan pidana, hukum lingkungan
internasional, hukum lingkungan
regional dan hukum lingkungan
administrasi. Masing-masing pembida-
ngan tersebut mengandung azas-azas
hukum yang berbeda.
Ditinjau dari aspek keperdataan
(privaatrechtelijk milieurecht), maka
substansi hukum yang terkait adalah
menyangkut dengan perbuatan melang-
ga rhukum yang mengakibatkan terjadi-
nya pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan yang menimbulkan kerugian
pada hak milik individu sehingga
melahirkan pertanggung jawaban (liabi-
lity) hukum atas perbuatan tersebut
Latifah Amir: Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah Terhadap Pelaku
Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009
71
dalam bentuk ganti rugi dan biaya
pemulihan serta cara penyelesaiannya.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal
87 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 yang
menyebutkan bahwa “setiap penang-
gung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang melakukan perbuatan melanggar
hukum berupa pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup wajib
membayar ganti rugi dan/atau
melakukan tindakan tertentu”. Tindakan
hukum tertentu yang dimaksud antara
lain:
a. Memasang atau memperbaiki unit
pengolahan limbah sehingga
limbah sesuai dengan baku mutu
lingkungan yang ditentukan;
b. Memulihkan fungsi lingkungan
hidup; dan/atau
c. Menghilangkan atau memusnah-
kan penyebab timbul nya
pencema dan/atau perusakan
lingkungan hidup.
Arti penting keberadaan hukum
administrasi negara (HAN) tersebut
tidak terlepas dari fungsi dan
kedudukan HAN itu sendiri dalam
mekanisme penegakan hukum ling-
kungan.
Di dalam UU-PPLH pengaturan
tentang tugas dan wewenang
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
diatur pada Bab IX Pasal 63 dan Pasal
64. Pasal 63 ayat (1) . Sedangkan
wewenang Pemerintah Kota dan
kabupaten diatur dalam Pasal 63 ayat
(3) UUPPLH.
Tugas dan wewenang Pemerintah
tersebut dilaksanakan dan/atau
dikoordinasikan oleh Menteri seperti
yang dinyatakan dalam Penjelasan
Umum bahwa:
“Undang-Undang ini (maksudnya
adalah UUPPLH) memberikan
kewenangan yang luas kepada
Menteri untuk melaksanakan seluruh
kewenangan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup serta melakukan
koordinasi dengan instansi lain.
Melalui undang-undang ini pula
pemerintah memberi kewenangan
yang sangat luas kepada Pemerintah
Daerah dalam melakukan
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup di daerah masing-
masing...
Berdasarkan ketentuan tugas dan
wewenang pemerintah tersebut dapat
dikelompokkan sesuai dengan ruang
lingkup perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yakni perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemelihara-
an, pengawasan dan penegakan hukum.
Sementara organisasi yang
bertanggungjawab berdasarkan UU-
PPLH di tingkat pusat adalah Presiden
sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan tertinggi dan menteri
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam hal ini seyogyanyalah tidak saja
Menteri Negara Lingkungan Hidup,
namun juga menteri-menteri bidang lain
yang mempunyai keterkaitan bidang
dengan lingkungan/sumber daya alam
seperti Menteri Kehutanan, Menteri
Pertanian, Menteri Energi dan Sumber
Daya mineral, Menteri Perikanan dan
Kelautan termasuk juga Kepala Badan
Pertanahan Nasional.
Dengan demikian terlihat bahwa
HAN mempunyai fungsi dan kedudukan
yang sangat menentukan di dalam
upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup terutama yang
berkaitan dengan penegakan hukum
lingkungan itu sendiri. Seperti yang
dinyatakan oleh P Nikolai bahwa
sarana penegakan hukum administrasi
negara mencakup:
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a. Pengawasan, bahwa organisasi
pemerintah dapat melaksanakan
ketaatan pada atau berdasarkan
undang-undang yang ditetapkan
secara tertulis dan pengawasan
terhadap keputusan yang
meletakkan kewajiban kepada
individu; dan
b. Penerapan kewenangan sanksi
pemerintah.
Pengawasan merupakan langkah
preventif untuk memaksakan kepatuhan,
dan penerapan sanksi merupakan
langkah represif untuk memaksakan
kepatuhan tersebut. Di dalam UU-PPLH
masalah pengawasan dan penerapan
sanksi administratif diatur di dalam Bab
XII Pasal 71 sampai dengan Pasal 83.
Pasal 71 sebagai upaya preventif
terhadap terjadinya pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan pada
prinsipnya menyatakan bahwa yang
mempunyai kewenangan dalam
melakukan pengawasan terhadap
ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan di bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup adalah menteri,
gubernur atau bupati/walikota. Dan
kewenangan tersebut dapat
didelegasikan kepada pejabat/ instansi
tekhnis terkait. Di samping itu dalam
pelaksanaan pengawasan tersebut dapat
diangkat pejabat pengawas tertentu
yang diberi kewenangan tertentu pula
berupa melakukan pemantauan,
meminta keterangan, membuat salinan
dari dokumen dan/atau membuat catatan
yang diperlukan, memasuki tempat
tertentu, memotret, membuat rekaman
audio visual, mengambil sample,
memeriksa perlatan, memeriksa
instalasi dan/atau alat transportasi;
dan/atau menghentikan pelanggaran
tertentu.
Instrument hukum administrasi di
satu sisi mengutamakan sifat
complience dan preventif dan di sisi lain
bersifat sanctioned. Dalam kepustakaan
hukum administrasi negara dikenal dua
jenis sanksi berdasarkan sasaran
pengenaan sanksi yakni sanksi
reparatoir (reparatoire sancties) dan
sanksi punitif  (punitieve sancties)4.
Sanksi reparatoir merupakan sanksi
yang diterapkan sebagai reaksi atas
pelanggaran norma yang ditujukan
untuk mengembalikan pada kondisi
semula atau menempatkan pada situasi
yang sesuai dengan hukum atau
mengembalikan pada keadaan semula
sebelum terjadinya pelanggaran,
sementara sanksi punitif merupakan
sanksi yang diterapkan semata-mata
untuk memberikan hukuman pada
seseorang. Di samping kedua jenis
sanksi tersebut J.B.J.M. ten berge juga
mengungkapkan adanya sanksi
administrasi yang disebutnya dengan
sanksi regresif yakni sanksi yang
dikenakan sebagai reaksi atas
ketidakpatuhan terhadap ketentuan-
ketentuan yang terdapat pada keputusan
yang diterbitkan.
Di dalam UU-PPLH Nomor 32
Tahun 2009 Pasal 76 menyebutkan
bahwa sanksi administratif yang dapat
diterapkan kepada penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang
melakukan pelanggaran terhadap izin
lingkungan terdiri dari:
a. Teguran tertulis
b. Paksaan pemerintah
c. Pembekuan izin lingkungan;
atau;
d. Pencabutan izin lingkungan
Bila dianalisis berdasarkan ketentuan
jenis dan bentuk sanksi administratif
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berdasarkan Pasal 76 UU Nomor 32
Tahun 2009 maka dapat disebutkan
bahwa sanksi administratif di dalam
UU-PPLH menerapkan kedua jenis
sanksi tersebut, baik sanksi reparatoir
maupun sanksi punitif. Bahkan bila
didasarkan pada pendapat ten Berge
maka UU-PPLH pun menganut jenis
sanksi regrsif. Sanksi reparatoir atau
regresif terkandung di dalam Pasal 76
ayat (2) di atas  berupa paksaan
pemerintah, pembekuan dan/ atau
pencabutan izin lingkungan. Bahkan
ketentuan sanksi ini dipertegas di dalam
Pasal 80 yang antara lain menyebutkan
bahwa tindakan lain di dalam paksaan
pemerintah adalah bertujuan untuk
menghentikan pelanggaran dan tindakan
memulihkan fungsi lingkungan hidup.
Penulis beranggapan sanksi di atas lebih
tepat disebut sebagai sanksi regresif
karena sifat pelanggaran yang dilakukan
bukan terhadap norma umum hukum
administrasi negara tetapi merupakan
pelanggaran terhadap ketentuan yang
terdapat di dalam keputusan TUN
dalam hal ini adalah izin lingkungan
yang diberikan kepada Penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan.
Pernyataan terhadap penguatan sanksi
regresif/reparatoir ini pun dapat dibaca
dalam ketentuan Pasal 38 UU-PPLH
yang menyatakan bahwa “…izin
lingkungan dapat dibatalkan melalui
keputusan pengadilan tata usaha
negara”. Sementara sanksi punitif yang
ditujukan pada seseorang sebagai suatu
hukuman dapat dibaca dalam ketentuan
Pasal 81 dan Pasal 82 UU-PPLH. Pasal
81  menyebutkan bahwa “setiap
penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang tidak melaksanakan
paksaaan pemerintah dapat dikenai
denda atas setiap keterlambatan
pelaksanaan sanksi paksaan
pemerintah”. Dan di dalam Pasal 82
disebutkan adanya paksaan terhadap
penanggungjawab usaha dan/atau
kegiatan untuk melakukan pemulihan
lingkungan akibat dari pencemaran
dan/atau perusakan yang terjadi.
Bahkan meski upaya pemulihan tersebut
dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga
namun beban atas biaya pemulihan
berada pada pihak penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan. Di dalam Pasal
36 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap
usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki amdal atau UKL-UPL wajib
memiliki izin lingkungan”. Izin
lingkungan yang dikeluarkan oleh
pejabat berwenang (menteri, gubernur,
bupati/walikota) tersebut harus
memenuhi ketentuan terhadap
kelengkapan dokumen amdal atau
UKL-UPL. Dalam literature hukum
administrasi Negara, izin memiliki dua
fungsi yakni sebagai fungsi penertib dan
sebagai fungsi pengatur5. Fungsi
penertib dimaksudkan agar izin
terhadap berbagai aktifitas/usaha
tersebut tidak saling bertentangan
sehingga ketertiban dalam setiap segi
kehidupan masyarakat dapat terwujud.
Sementara fungsi mengatur
dimaksudkan agar perizinan yang ada
dapat dilaksanakan sesuai dengan
peruntukkannya sehingga tidak terdapat
penyalahgunaan izin yang diberikan
Dan sesuai dengan fungsi  tersebut
maka dapat dilihat tujuan
dikeluarkannya sebuah izin yakni untuk
mengarahkan aktiftas tertntu, mencegah
bahaya terhadap lingkungan, keinginan
melindungi objek tertentu, membagi
benda-benda yang sedikit,serta
pengarahan dengan menyeleksi orang-
orang dan aktifitas-aktifitas 6. Dengan
demikian bila dikaitkan dengan
ketentuan-ketentuan di dalam UU-
PPLH maka  izin tersebut bertujuan
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untuk  mengarahkan aktifitas tertentu
dari masyarakat dan untuk mencegah
bahaya terhadap lingkungan serta
melindungi objek tertentu, dalam hal ini
adalah sumber-sumber daya alam. Hal
ini dapat dibaca melalui berbagai pasal
yang mengatur tentang kewajiban
memiliki AMDAL (Pasal 22 s/d Pasal
34), serta kewajiban tentang perizinan
lingkungan (Pasal 36 s/d Pasal 40). Dari
pasal-pasal terkait dapat disebutkan
bahwa tujuan dikeluarkan/diterbitkan-
nya izin lingkungan yang didasarkan
kepada AMDAL atau UKL/UPL adalah
mengarahkan aktifitas para penanggung
jawab usaha/kegiatan di dalam
melakukan berbagai kegiatan, baik yang
langsung berhubungan dengan usaha
ekslpoitasi sumber-sumber daya alam
maupun secara tidak langsung berhubu-
ngan dengan pelestarian lingkungan
agar segala usaha dan aktiftas tersebut
tidak menimbulkan dampak negatif
berupa pencemaran dan/atau perusakan
terhadap lingkungan/sumber daya alam.
Seperti diungkapkan oleh Sri
Pudyatmoko bahwa perizinan merupa-
kan bagian dari mekanisme penegakan
hukum yang bersifat preventif dalam
arti melalui izin dilakukan berbagai
upaya tindakan yang ditujukan sebagai
sarana pencegahan agar tidak terjadi
pelanggaran atau penyimpangan
ketentuan yang ada, yang dalam hal ini
ketentuan-ketentuan terhadap persya-
ratan lingkungan hidup. Bila melihat
kriteria yang dikemukan oleh Sri
Pudyatmoko tersebut bahwa penegakan
hukum preventif dapat dilakukan
melalui pemberian bekal pemahaman
dan kesadaran bagi masyarakat melalui
kegiatan penyulu-han, sosialisasi dan
motivasi tentang pelaksanaan ketentuan
perizinan (lingkungan) yang ada dan
yang dinginkan oleh pembuat peraturan
perundang-undangan (wetgever), serta
kegiatan yang melibatkan masyarakat
dalam pengambilan keputusan; maka
UU-PPLH secara implisit telah
memberikan ketentuan normatif terkait
penegakan hukum preventif tersebut
melalui Pasal 70 yang memberikan hak
dan kesempatan yang sama dan seluas-
luasnya kepada masyarakat untuk
berperan aktif dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan. Peran
masyarakat tersebut dapat berupa
pengawasan sosial, pemberian saran,
pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
dan/atau penyampaian informasi
dan/atau laporan. Adanya peran serta
masyarakat dalam upaya PPLH ini
ditujukan untuk :
a. Meningkatkan kepedulian dalam
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
b. Meningkatkan kemandirian,
keberdayaan masyarakat, dan
kemitraan;
c. Menumbuhkembangkan kemauan
dan kepeloporan masyarakat;
d. Menumbuh kembangkan ketang-
gap segeraan masyarakat untuk
melakukan pengawasan sosial;
dan;
e. Mengembangkan dan menjaga
budaya dan kearifan lokal dalam
rangka pelestarian fungsi lingku-
ngan hidup.
Dengan demikian terlihat bahwa
Hukum Administrasi Negara berfungsi
sebagai sarana penegakan hukum
preventif melalui sarana perizinan
lingkungan dan pengawasan serta
pnegakan hukum represif berupa
penjatuhan sanksi adminsitratif.
Kedudukan Hak Gugat
Pemerintah Dalam Mekanisme
Penegakan Hukum Lingkungan
Telah difahami bahwa UU-PPLH
secara substantive merupakan sebuah
undang-undang yang bersifat
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administrative karena bukan saja
memuat berbagai ketentuan dan
persyaratan administratif di bidang
pengelolaan dan pelindungan
lingkungan hidup melainkan juga di
dalam penerapan mekanisme penegakan
hukum lingkungan yang menempatkan
hukum administrasi sebagai sarana
preventif sekaligus represif. Bahkan
dalam beberapa pelanggaran, maka
sanksi hukum pidana mempunyai
ketergantungan kepada penerapan
sanksi administrasi seperti yang diatur
di dalam Pasal 100 yakni tentang sanksi
pidana terhadap pelanggaran terhadap
baku mutu air limbah, baku mutu emisi
atau baku mutu gangguan yang baru
bias dijatuhkan apabila sanksi berupa
paksaan pemerintah tidak dipatuhi oleh
pelaku. Hal ini bukan saja menunjukkan
bahwa sanksi pidana bersifat sebagai
ultimum remidium tetapi juga
menunjukkan bahwa sanksi pidana
mempunyai ketergantungan yang kuat
terhadap sanksi administrasi. Dan
sebelum penulis membahas kedudukan
hak gugat pemerintah dan pemerintah
daerah dalam kasus pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup
maka penulis akan mengulas masalah
kedudukan pemerintahan dalam hukum
keperdataan serta kedudukan hukum
keperdataan dalam system
pemerintahan yang lazim berlaku dalam
Hukum administrasi Negara.
Kedudukan dan fungsi hukum
administrasi Negara yang demikian vital
terhadap penegakan hukum lingkungan
yang diatur di dalam UU-PPLH dapat
difahami apabila melihat fungsi
Negara/pemerintah sebagai lembaga
publik yang berada dalam system
Negara hukum kesejahteraan (welfares-
tate) dimana Negara / pemerintah
berke-wajiban berperan aktif dalam
memberikan perlindungan hukum
kepada masyarakat. Dan seperti telah
dijelaskan di bab II bahwa salah satu
instrument pemerintahan yakni adanya
instrument yuridis yang antara lain
meliputi instrument hukum keperdataan.
Salah satu instrument keperdataan yang
biasa dipergunakan oleh organ
pemerintahan yakni bentuk perjanjian
kebijaksanaan yang pada hakikatnya
merupakan perbuatan hukum yang
menjadikan kebijakan publik selaku
objek perjanjian. Lebih lanjut
dinyatakan oleh Marzuki yang dikutip
oleh Riawan Tjandra bahwa hakekat
perjanjian kebijaksanaan adalah
terutama menjadikan perbiuatan
perjanjian yang diadakan oleh badan
atau pejabat tata usaha Negara selaku
sarana perwujudan kebijakan
pemerintah. Pembuatan perjanjan
kebijaksanaan memiliki dua sisi akibat
hukum yakni sebagai pembatasan
kewenagan diskrsi pemerintah sesuai
dengan perjanjian yang dibuat dengan
orang atau badan hukum perdata dan
perjanjian kebijaksanaan yang dibuat
mengandung unsur perlindungan hukum
bagi orang atau badan hukum perdata
yang mengikatkan diri dalam perjanjian
kebijaksanaan agar penggunaan hak
diskresi pemerintah tidak melanggar
hak-haknya. Secara teoritis pengertian
HAN diartikan  sebagai sebuah hukum
untuk mengatur pemerintah atau
penyeleng-garaan pemerintahan,
sebagian dibuat atau berasal dari
pemerintah, dan hukum itu digunakan
dalam mengatur hubungan dengan
pemerintah atau untuk mempengaruhi
terhadap tindakan pemerintah, maka
unsur HAN di dalam UU-PPLH
merupakan kesatuan hukum yang
memberikan landasan bergerak bagi
pemerintah dalam menjalankan fungsi
penyelenggaraan pemerintahannya di
bidang lingkungan hidup. Sebagai
lembaga publik, maka salah satu fungsi
pemerintah adalah memberikan
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perlindungan hukum. Dan dalam
menjalankan fungsi tersebut maka
pemerintah memiliki dua kedudukan
hukum yakni sebagai wakil dari badan
hukum publik (publiek rechtpersoon,
public legal entity) sebagai pejabat
(ambtsdrager) dari jabatan
pemerintahan7. Ketika pemerintah
melakukan tindakan hukum dalam
kapsitasnya sebagai wakil dari badan
hukum, maka tindakan tersebut diatur
dan tunduk pada ketentuan hukum
keperdataan, sedangkan ketika
pemerintah bertindak dalam
kapasitasnya sebagai pejabat maka
tindakan itu diatur dan tunduk pada
hukum administrasi Negara. Sebagai
sebuah Negara yang menganut konsep
Negara hukum kesejahteraan maka
Indonesia wajib menerapkan system
perlindungan hukum bagi rakyat. Dan
perlindungan hukum tersebut dapat
dijalankan dalam bidang perdata dan
bidang publik. Berkenaan dengan
kedudukan pemerintah sebagai wakil
dari badan hukum publik yang dapat
melakukan tindakan-tindakan hukum
dalam bidang keperdataan seperti jual
beli, sewa menyewa, membuat
perjanjian dan sebagainya maka
dimungkinkan muncul tindakan
pemerintah yang bertentangan dengan
hukum (onrechtmatige overheidsdaad).
Berkenaan dengan perbuatan
pemerintah yang berten-tangan dengan
hukum ini disebutkan bahwa:
Hakim perdata-berkenaan dengan
perbuatan melawan hukum oleh
pemerintah-berwenang
menghukum pemerintah untuk
membayar ganti kerugian. Di
samping itu, hakim perdata dalam
berbagai hal dapat mengeluarkan
larangan atau printah terhadap
pemrintah untuk melakukan
tindakan tertentu.8
Perbuatan melawan hukum yang
dilakukan pemerintah tersebut merujuk
pada pasal yang berlaku terhadap
perseorangan yakni Pasal 1365
KUHPerdata yang menyatakan bahwa
“tiap perbuatan melanggar hukum, yang
membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karna salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut.”
Berdasarkan yurisprudensi Mahka-
mah Agung telah terjadi pergeseran
makna terhadap pengertian perbuatan
melawan hukum yang dirumuskan Pasal
1365 KUHPerdata di atas. Kedua
putusan MA tersebut terdapat dalam
perkara Kasum (Putusan
No.66K/Sip/1952) dan dalam Putusan
No. 838K/Sip/1970 dalam perkara
Josopandojo. Dalam putusan pertama
MA berpendirian bahwa yang dimaksud
dengan onrechtmatigeoverheidsdaad
adalah adanya perbuatan sewenang-
wenang dari pemerintah atau
merupakan tindakan yang tiada cukup
anasir kepentingan umum. Sementara
melalui putudan yang kedua MA
berpendapat bahwa kriteria
onrechtmatige overheidsdaad adalah
undang-undang dan peraturan formal
yang berlaku, kepatutan dalam
masyarakat yang harus dipatuhi oleh
penguasa dan perbuatan kebijakan dari
pemerintah tidak termasuk kompetensi
pengadilan. Dari putusan MA ini jelas
menunjukkan bahwa kriteria perbuatan
melawan hukum oleh penguasa adalah:
a. Perbuatan itu melanggar undang-
undang dan peraturan formal yang
berlaku;
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b. Perbuatan penguasa melanggar
kepntingan dalam masyarakat yang
seharusnya dipatuhinya.
Dengan demikian perlindungan
hukum bagi rakyat terhadap tindakan
hukum pemerintah dalam kapasitasnya
sebagai wakil dari badan hukum publik
dilakukan di peradilan umum. Kedudu-
kan pemerintah atau administrasi negara
dalam hal ini tidak berbeda dengan
seseorang atau badan hukum perdata,
yaitu sejajar sehingga pemerintah dapat
menjadi tergugat maupun penggugat.
Dalam konteks inilah prinsip kedudukan
yang sama di depan hukum (equality
before the law) yang menjadi salah satu
unsur negar ahukum terimplementasi.
Dengan kata lain, hukum perdata
memberikan perlindungan yang sama
baik kepada pemerintah maupun
seseorang atau badn hukum perdata.
Sementara tindakan hukum pemerintah
dalam ranah sebagai badan hukum
publik merupakan tindakan yang
berdasarkan sifatnya menimbulkan
akibat hukum. Karakteristik paling
penting dari tindakan hukum yang
dilakukan pemerintah adalah keputusan
yang bersifat sepihak. Keputusan
sebagai instrumen hukum pemerintah
dalam hal melakukan tindakan hukum
sepihak dapat menjadi penyebab
terjadinya pelanggaran hukum terhadap
warga negara, apalagi dalam negara
hukum modern yang memberikan
kewenangan luas kepada pemerintah
untuk mencampuri kehidupan warga
negara, karena itu diperlukan
perlindungan hukum bagi warga negara
terhadap tindakan hukum pemerintah
tersebut. Dalam rangka perlindungan
hukum tersebut maka keberadaan azas-
azas umum pemerintahan yang baik ini,
memiliki peranan penting sehubungan
dengan adanya langkah mundur
pembuat undang-undang yang
memberikan kewenangan kepada
administrasi negara untuk membuat
peraturan perundang-undangan dan
adanya freieis ermessen pada
pemerintah. Ada dua macam
perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu
prlindungan hukum prevntif dan
represif. Perlindungan hukum preventif
kepada rakyat dinerikan kesemmpatan
mengajukan kebaratan (inspraak) atau
pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang
definitif. Artinya perlindungan hukum
preventif ini ditujukan untuk mencegah
terjadinya sengjeta. Sedangkan
perlindungan hukum yang bersifat
represif diterapkan dengan tujuan untuk
menyelesaikan sengketa yang terjadi
antara warga negara dan pemerintah
sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan tersebut. Dari penjabaran di
atas terlihat bagaimana kedudukan dan
fungsi pemerintah dalam menjalankan
pemerintahannya dalam hukum perdata
dan hukum publik. Kondisi ini akan
terkait pada objek dan subjek  yang
diatur di dalam Pasal 90 UU-PPLH
tentang gugatan ganti rugi terhadap
pelaku pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan. Masalah hak gugat
pemerintah dan pemerintah daerah
diatur dalam Pasal 90 (1) yang
menyebutkan bahwa instansi
pemerintah dan pemerintah daerah yang
bertanggungjawab di bidang lingkungan
hidup berwenang mengajukan gugatan
ganti rugi dan tindakan tertentu
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
menyebabkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang
mengakibatkan kerugian lingkungan
hidup. Di dalam penjelasannya
disebutkan bahwa gugatan ganti rugi
tersebut adalah untuk sebuah kerugian
yang timbul sebagai akibat dari
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang bukan
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merupakan hak milik privaat. Ini berarti
kerugian yang terjadi sebagai akibat
pencemaran dan/atau perusakan tersebut
harus dialami oleh hak milik publik
(bukan hak milik privaat). Hal ini
dilakukan sesuai dengan salah satu
fungsi HAN  yakni sebagai hukum yang
memberikan perlindungan tidak saja
atas hak-hak individu warga negaranya
tetapi juga hak-hak yang bersifat publik.
Tentunya untuk menerapkan ketentuan
pasal ini dibutuhkan interpretasi
terhadap makna “yang bukan
merupakan hak privaat” atau dengan
kata lain “hak milik publik” tersebut
karena tak dapat dipungkiri bahwa
unsur kerugian yang nyata merupakan
salah satu syarat terpenuhinya
pertanggungjawaban oleh pelaku
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan sesuai dengan ketentuan
Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut
penulis, seperti yang telah diuraikan
dalam latar belakang, ketentuan Pasal
90 ayat (1) tersebut menimbulkan
makna yang bias terhadap penggunaan
kewenangan yang dimiliki pemerintah
selaku badan publik dan penggunaan
instrumen keperdataan dalam
mekanisme penegakan hukum
lingkungan. Terlebih bila melihat
cakupan yang dilindungi oleh ketentuan
Pasal 90 yang secara tegas
menyebutkan bukan hak milik privaat,
yang secara a contrario ditafsirkan
sebagai milik publik. Pasal ini tidak
mendapat penjelasan lebih  lanjut selain
akan diatur ke dalam sebuah Peraturan
Menteri. Pasal 90 ayat (1) ini berada
dalam Bagian Ketiga tentang
Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup Melalui Pengadilan yang berarti
berada dalam lingkup mekanisme
penegakan hukum secara litigasi.
Namun dengan menggunakan rumusan
hak menggugat tersebut, telah
memberikan penafsiran bahwa
ketentuan Pasal 90 terssebut berada
dalam ranah hukum keperdataan yang
merupakan bagian dari ketentuan Pasal
87 itu sendiri yakni prinsip pencemar
membayar (polluter pays principle).
Sehingga sebelum dilakukan analisis
terhadap ketentuan Pasal 90 ayat (1),
penulis akan menjabarkan isi Pasal 87
UU-PPLH yang merupakan landasan
perlindungan rakyat atas hak miliknya
yang telah dirugikan oleh
pencemaran/perusakan lingkungan dari
usaha/kegiatan tertentu. Tindakan
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan yang dimaksud di dalam
Pasal 87 tersebut oleh UU-PPLH
dinyatakan sebagai sebuah perbuatan
melanggar hukum. Sebagai sebuah
perbuatan melanggar hukum, maka
ketentuan Pasal 87 merupakan
penjabaran khusus dari ketentuan Pasal
1365 KUHPerdata yang menyebutkan
bahwa “tiap perbuatan melanggar
hukum, yang membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang
yang karena salahnya mnerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut”.  Pasal ini menerapkan azas
pertanggungjawaban yang didasarkan
pada kesalahan dengan adagium bahwa
tidak ada pertanggungjawaban apabila
tidak terdapat unsur kesalahan yang
kemudian dikenal dengan istilaah “no
liability without on fault/liability based
on fault.” Ketentuan Pasal 1365
KUHPerdata tersebut mengandung
unsur-unsur (a) perbuatan itu harus
bersifat melawan hukum, (b)
terdapatnya kesalahan pada pelaku (c)
timbulnya kerugian (d) terdapatnya
hubungan kausalitas antara perbuatan
dan kerugian. Keempat unsur tersebut
harus terpenuhi apabila pelaku hendak
dimintai pertanggungjawaban
hukumnya. Dalam sisitem hukum
perdata, unsur-unsur di atas, terutama
unsur kedua (kesalahan) dan ketiga
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(kerugian yang nyata), harus dibuktikan
di dalam persidangan melalui ketentuan
pembuktian yang diatur di dalam Pasal
1865 KUHPerdata yang menyatakan
bahwa “setiap orang yang mendalilkan
bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau
guna meneguhkan haknya sendiri
maupun membantah suatu hak orang
lain, menunjukkan suatu peristiwa
diwajibkan membuktikan adanya hak
atau peristiwa tersebut”. Ini berarti,
pelaksanaan ketentuan Pasal 87 ayat (1)
UU-PPLH tetap tidak dapat terlepas
dari ketentuan Pasal 1365 dan 1865
KUHPerdata. Bila ditafsirkan secara
luas maka ketentuan Pasal 90 ayat (1)
UU-PPLH mengandung makna bahwa
instansi  pemerintah dan pemerintah
daerah yang bertanggungjawab di
bidang lingkungan hidup berwenang
mengajukan gugatan ganti rugi dan
tindakan tertentu terhadap (penanggung
jawab) usaha dan/atau kegiatan yang
telah melakukan perbuatan melanggar
hukum berupa pencemaran dan/atau
peruskan lingkungan hidup yang
mengakibatkan kerugian terhadap
lingkungan hidup yang bukan
merupakan hak milik privat. Penafsiran
terhadap perumusan yang sedemikian
rupa, penulis berpendapat telah
menempatkan pemerintah sebagai suatu
lembaga privat /privaat actor karena
mempunyai hak untuk menggugat atas
adanya kerugian sebagai akibat sebuah
perbuatan melawan hukum yakni
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup. Ini berarti
pemerintah tidak lagi berada dalam
kedudukan sebagai badan publik
melainkan sebagai badan keperdataan
yang menggunakan instrumen
keperdataan melalui sebuah gugatan
ganti rugi dan tindakan tertentu untuk
melindungi hak-hak milik publik.
Ketentuan inilah yang melahirkan multi
tafsir dan bias norma. Bila
dibandingkan dengan substansi UU
Nomor 23 Tahun 1997 (UU-PLH)
ketentuan tentang hak gugat pemerintah
dan pemerintah daerah ini merupakan
substansi yang baru. Dikaitkan dengan
Penjelasan Umum Nomor 7 yang
menyebutkan adanya penguatan
terhadap prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik  dalam setiap
proses perumusan dan penerapan
instrumen pencegahan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup
serta konsideran UU-PPLH yang
menempatkan semangat otonomi daerah
yang diyakini telah membawa
perubahan besar di dalam sistem
penyelenggaraan pemerintah negara
Republik Indonesia, sebagai bagian dari
penyelenggaraan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup maka
terlihat bahwa UU-PPLH memberikan
ruang gerak yang lebih  luas terhadap
pemerintah daerah dalam melakukan
pengelolaan lingkungan tanpa
mengabaikan upaya perlindungan dan
pelestarian itu sendiri.  Dengan adanya
penguatan kewenangan pemerintah dan
pemerintah daerah dalam upaya
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup diharapkan nantinya
akan lebih memberikan perlindungan
yang lebih baik terhadap lingkungan
hidup termasuk memberikan hak-hak
atas lingkungan hidup yang sehat dan
bersih terhadap setiap warga negara.
Namun upaya penguatan fungsi
pemerintah dan pemerintah daerah
tersebut nampaknya tidak berada dalam
kedudukan yang tepat. Seperti yang
telah dijabarkan di atas bahwa
pemerintah dapat menggunakan
instrumen hukum keperdataan dalam
upaya menjalankan fungsi
pemerintahannya yang pada umumnya
berbentuk perjanjian kebijaksanaan dan
bukan merupakan suatu keputusan
berupa tindakan hukum sepihak dari
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pemerintah, sehingga bila terjadi sebuah
perbuatan melanggar hukum terhadap
substansi perjanjian kebijaksanaan
tersebut barulah pemerintah sebagai
badan hukum keperdataan dapat
bertindak sebagai tergugat maupun
penggugat. Perlu kiranya dibahas satu
persatu unsur yang tertuang di dalam
Pasal 90 ayat (1) UU-PPLH tersebut.
Unsur-unsur tersebut yakni:
a. Instansi pemerintah dan pemerintah
daerah yang bertanggung jawab di
bidang lingkungan hidup
b. Kewenangan mengajukan gugatan
c. ganti rugi atau tindakan tertentu
d. (terhadap) usaha dan/atau kegiatan
yang menyebabkan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan
hidup
e. Mengakibatkan kerugian
lingkungan hidup vide penjelasan
kerugian yang bukan hak milik
privat.
Unsur pertama yakni tentang instansi
pemerintah dan pemerintah daerah
sebagai subjek penggugat. Ketentuan
Pasal 90 ayat (1) UU-PPLH tidak
memberikan penjelasan terhadap
pengertian “instansi pemerintah
/pemerintah yang bertanggung jawab di
bidang lingkungan hidup”. Di dalam
Pasal 1 hanya disebutkan bahwa
menteri yang bertanggungjawab atas
upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang PPLH. Dan menteri yang
dimaksud dalam tata pemerintahan di
Indonesia adalah Menteri Negara
Lingkungan Hidup.
Secara teori hukum administrasi
negara, azas legalitas merupakan
landasan lahirnya suatu wewenang yang
dimiliki oleh organ pemerintahan.
wewenang diartikan sebagai suatu
kemampuan untuk melakukan tindakan-
tindakan hukum tertentu. Seperti yang
dikutip Ridwan HR dari pendapat H.D
Stout bahwa
“Wewenang adalah pengrtian yang
berasal dari hukum organisasi
pemerintahan, yang dapat dijelaskan
sebagai keseluruhan aturan-aturan yang
berkenaan dengan perolehan dan
penggunaan wewenang pemerintahan
oleh subjek hukum publik di dalam
hukum publik.”
Lebih lanjut dikemukan juga bahwa
wewenang merupakan keseluruhan hak
dan kewajiban yang secara eksplisit
diberikan oleh pembuat undang-undang
kepada subjek hukum. Dimana di dalam
kewenangan terkandung hak dan
kewajiban yang dimaknai sebagai suatu
kemampuan untuk melakukan tindakan
hukum tertentu. Hak yang tercakup di
dalam kewenangan berarti adanya suatu
kebebasan untuk melakukan atau tidak
melakukan tindakan tertentu atau
menuntut pihak lain untuk melakukan
tindakan tertentu, sementara kewajiban
memuat keharusan untuk melakukan
atau tiddak melakukan tindakan
tertentu.
Menilik dari makna wewenang di
atas , maka rumusan Pasal 90 ayat (1)
UU-PPLH tersebut merujuk pada
penafsiran adanya pemberian hak
kepada organ pemerintahan untuk
melakukan suatu tindakan hukum
kepada pihak yang telah melakukan
pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan yang melahirkan kerugian
lingkungan. Ini berarti bahwa UU-
PPLH memerikan wewenang atribusi
kepada pemerintah melalui ketentuan
undang-undang untuk menuntut pihak
pencemar tersebut melakukan tindakan
tertentu atau meminta ganti rugi.
Penggunaan kata “wewenang” dalam
Pasal 90 mengisyaratkan bahwa
undang-undang menghendaki
pemerintahan bertindak sebagai badan
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publik karena bertujuan melindungi
kepentingan publik. Di sinilah penulis
mengkaji adanya konflik norma di
dalam rumusan Pasal 90 ayat (1) yang
mempertentangkan antara pemberian
wewenang kepada pemerintah (dan
pemerintah daerah) sebagai badan
hukum publik dengan penggunaan
instrument keperdataan (just in
personam/hak gugat perorangan) yang
menempatkan pemerintah sebagai
lembaga / badan hukum perdata.
Unsur ketiga adalah ganti rugi atau
tindakan tertentu. Di dalam Penjelasan
Pasal 90 ayat (1) ini disebutkan bahwa
tindakan tertentu yang dimaksud adalah
tindakan pencegahan dan
penanggulangan pencemaran dan/atau
kerusakan serta pemulihan fungsi
lingkungan hidup guna menjamin tidak
akan terjadi atau terulangnya dampak
negatif terhadap lingkungan. Sementara
undang-undang tidak memberikan
pengertian terhadap makna ganti rugi
itu sendiri. Bila melihat kedudukan
Pasal 90 yang berada satu bab dengan
kedudukan hak menggugat lain yang
dimiliki orang, maka unsur ganti rugi
yang dimaksud Pasal 90 tersebut akan
merujuk pada pengertian ganti rugi di
dalam pasal-pasal KUHPerdata yang
didasarkan pada kewajiban Pasal 1365
KUHPerdata seperti juga yang
termaktub di dalam Pasal 87 UU-PPLH.
Mengkaji dari pengertian ganti rugi
yang tertuang di dalam Pasal 87 UU-
PPLH jo Pasal 1365 KUHPerdata maka
yang dimaksud ganti rugi Pasal 90 ayat
(1) ini dapat ditafsirkan sebagai suatu
hak bagi pihak yang merasa dirugikan,
untuk mnunut haknya kembali dari
orang yang bertanggungjawab atas
timbulnya kerugian. Fungsi ganti rugi
ini mempunyai tujuan9:
a. mengembalikan rasa tidak puas
sebagai akibat adanya kerugian
yang diderita seseorang akibat
perbuatan orang lain;
b. masalah sanksi umum yang
bertujuan untuk menegakkan dan
atau mengembalikan ketertiban
hukum dalam masyarakat sebagai
akibat adanya perbuatan melanggar
hukum.
Sementara bentuk rugi tersebut
KUHPerdata sendiri tidak memberikan
penjelasan. Dari beberapa pendapat para
sarjana diperoleh rumusan ganti rugi
yang berupa:
a. alam bentukk uang
b. dalam  bentuk materi atau
pengembalian keadaan semula
c. pernyataan bahwa perbuatan yang
dilakukan adalah perbuatan
melanggar hukum
d. larangan untuk melakukan sesuatu
perbuatan tertentu.
Namun dikaji dari kasus-kasus
pencemaran lingkungan hidup yang
telah terjadi di Indonesia masalah
penentuan besarnya ganti rugi tersebut
sulit untuk dilakukan mengingat
beberapa faktor yang mempengaruhinya
antara lain:
a. dari faktor hukum terkendala dari
proses pembuktian seperti yang
ditentukan di dalam Pasal 1865
KUHPerdata tentang beban
pembuktian pada setiap orang
yang mendalilkan sesuatu hak;
b. dari faktor ekonomi, akan sulit
menentukan besarnya kerugian
materiil secara tepat terhadap
suatu kerusakan lingkungan yang
telah terjadi. Disebut dengan
kerugian materiil karena bila
merujuk pada ketentuan yang
diatur di dalalam KUHPerdata
tentang ganti rugi sebagai akibat
terjadinya suatu perbuatan
melawan hukum (Pasal 1243 s/d
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1252 KUHPerdata)  menyebutkan
cakupan ganti rugi yakni adalah
biaya, rugi dan bunga10. Meskipun
pengertian tentang ketiganya
demikian luas sehingga akan
bergantung pada hakim dalam
menginterpretasikannya sesuai
jenis kasus yang dihadapai,
namun di dalam kasus-kasus
encemaran lingkungan, unsur
pembuktian terhadap kerugian
tersebut jelas akan memberatkan
pihak penggugat.  Dengan
demikian akan sulit bagi para
penggugatuntuk memperhitung-
kan dan menetapkan besarnya
ganti rugi sesuai tingkat
kerusakan lingkungan yang
terjadi.
c. Faktor ekologis; terkait pada jenis
pncemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup itu sendiri. Pada
umumnya suatu pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan
hidup merupakan suatu dampak
jangka panjang yang terjadi
sebagai akibat suatu usaha
dan/atau kegiatan, yang tidak
jarang merupakan akumulasi dari
kegiatan lain yang berbeda namun
memberikan akumulasi dampak
dan reaksi yang
mencemari/merusak lingkungan,
seperti limbah-limbah cair tertentu
yang secara terus menerus
dibuang ke media laut/sungai.
Dengan melihat berbagai kendala di
atas terkait permintaan ganti rugi,
tentunya akan menyulitkan pihak
instansi pemerintah untuk melakukan
gugatan, mengingat kedudukannya
sebagai lembaga keperdataan yang
seimbang dengan badan keperdataan
lain sebagai penanggung jawab/pelaku
usaha yang mencemari lingkungan.
Mengenai gugatan dalam bentuk
tindakan tertentu, hal ini sebenarnya
sudah tercakup dalam bentuk-bentuk
sanksi administrasi berupa paksaan
pemerintah seperti yang diatur di dalam
Pasal 80 ayat (1 dan 2) UU-PPLH yang
telah disinggung dalam sub bab di atas.
Bahkan apabila kerusakan atau
pencemaran lingkungan yang terjadi
sudah sedemikian seriusnya sehingga
dianggap membahayakan lingkungan
dan manusia maka pemerintah
mempunyai kewenangan untuk
menerapkan sanksi berupa pembekuan
atau pencabutan izin lingkungan (Pasal
79). Oleh karena itu pencantuman
gugata berupa tindakan tertentu, terasa
menjadi tumpang tindih (overlapping)
dengan kewenangan pemerintah sebagai
lenbaga publik. Bahkan apabila
tindakan tersebut diwujudkan sebagai
bagian dari sanksi paksaan pemerintah,
tentunya akan lebih efektif bila
diwujudkan dalam sebuah isi gugatan
keperdataan.
Unsur ketiga adalah kriteria usaha
dan/atau kegiatan yang menimbulkan
pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan. Dilihat dari perumusan
Pasal 1 maka pengertian pencemaran
lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya mahkluk hidup, zat,
energi, dan/atau komponen lain ke
dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
Sementara kerusakan lingkungan hidup
diartikan sebagai perubahan langsung
dan/atau tidak langsung terhadap sifat
fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan
hidup yang melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup. Dan
perusakan lingkungan hidup diartikan
sebagai tindakan orang yang
menimbulkan perubahan langsung atau
tidak langsung terhadap sifat fisik,
kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup
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sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
Dari ketiga perumusan definitif
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa seharusnya yang menjadi objek
gugatan adalah adanya tindakan
manusia yang menyebabkan
dilampauinya baku mutu lingkungan
maupun baku kerusakan lingkungan
hidup yang mengakibatkan terjadinya
perubahan fisik, kimia dan/atau hayati
lingkungan secara langsung maupun
tidak langsung. Bila dikaitkan dengan
ketentuan Pasal 90 ayat (1) akan
melahirkan pertanyaan, siapa yang akan
digugat oleh instansi pemerintah dan
pemerintah daerah bila terjadi suatu
usaha dan/atau kegiatan yang
mencemari atau merusak lingkungan?
Apakah gugatan tersebut ditujukan
kepada penanggung jawab usaha seperti
yang dikehendaki Pasal 87 UU-PPLH
ataukah pelaku tindakan tersebut yang
dapat berwujud orang (natuurlijk
persoon)? Bila yang dikehendaki
wetgever adalah penanggung jawab
usaha maka berarti gugatan ditujukan
kepada sebuah badan hukum
keperdataan dan nantinya akan beracara
sesuai dengan hukum acara perdata
yang berlaku. Namun bila termasuk di
dalamnya adalah juga orang (naturale
persoon), maka menurut penulis,
pemerintah bisa langsung menerapkan
Pasal 98, 99 dan Pasal 100 UU-PPLH
melalui tuntutan pidana dan bukan
gugatan keperdataan. Ketidakjelasan ini
tentunya akan semakin menjauhkan
tujuan diadakannya hak gugat tersebut
yakni memberikan perlindungan yang
maksimal terhadap lingkungan hidup
dari segala bentuk dampak yang
merugikan akibat dari usaha dan/atau
kegiatan yang dilakukan.
Unsur terakhir dari ketentuan Pasal
90 ayat (1) tersebut adalah adanya
kerugian yang diderita sebagai akibat
usaha dan/atau kegiatan tersebut yang
bukan bersifat hak milik privaat.
Konsep pengertian bukan hak milik
privaat ini pun kembali menimbulkan
masalah hukum yang akan
mempengaruhi mekanisme penegakan
hukum lingkungan ke depannya.
Bila ditinjau dari teori hukum
administrasi negara/hukum publik maka
negara adalah organisasi jabatan yang
menjalankan tugas/fungsi pemerintahan
dan bertujuan melindungi kepentingan
publik/masyarakat. Dengan demikian
apabila kriteria kerugian lingkungan
yang dimaksud Pasal 90 ayat (1) UU-
PPLH sebagai yang bukan hak milik
privaat hal ini berarti mengarah pada
makna hak milik publik. Hak milik
publik mencakup segala sesuatu yang
terkait pada hajat hidup orang banyak
dan diselenggarakan oleh pemerintah
(lihat ketentuan Pasal 33 UUD 1945
hasil amandemen IV). Yang dapat
dikatakan sebagai hak milik publik
antara lain sumber-sumber daya alam
hayati maupun non hayati yang
mempengaruhi kehidupan orang banyak
(air, gas, minyak bumi) maupun sarana
prasarana penunjang kehidupan
(transportasi, telekomunikasi dan
sebagainya). Bila yang akan dilindungi
oleh pemerintah dan pemerintah daerah
adalah kepentingan publik seperti ini,
maka menurut penulis akan lebih efektif
bila dikenakan sanksi administrasi yang
diberikan oleh pajabat yang berwenang
(Menteri, gubernur, bupati/walikota).
Didasarkan pada tujuan penerapan
sanksi itu sendiri -seperti yang
disampaikan Andi Hamzah 11- bahwa
penerapan sanksi hukum dalam
penegakan hukum lingkungan akan
sangat terkait erat dengan tujuan
dijatuhkannya sanksi hukum itu sendiri.
Itu sebabnya dalam penerapan
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instrument hukum yang berlaku
didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu
yakni kriteria normatif, keriteria
instrumentalia dan kriteria oportunis.
Kriteria normatif didasarkan pada nilai
etis dan tercelanya tindakan sehingga
tujuan penerapan sanksi adalah
pengenaan derita/penjeraan bagi pelaku
sekaligus tindakan preventif atas
perbuatan yang sama yang mungkin
dilakukan oleh orang lain. Kriteria
instrumentalia didasarkan pada aspek
efektif atau tidaknya bentuk sanksi
terkait tujuan utama penerapan sanksi.
Bila yang diutamakan adalah pemulihan
keadaan (lingkungan hidup) secara luas
maka dipilih instrumen hukum yang
dianggap lebih efektif untuk
mewujudkan tujuan tersebut. Sementara
kriteria oportunistis dilakukan
berdasarkan keuntungan yang
penerapan sanksi yang dipilih dengan
melihat kondisi tergugat. Misalnya
tergugat telah dalam keadaan pailit
sehingga sanksi administratif maupun
keperddataan tidak dapat diterapkan,
maka sanksi pidanalah yang lebih
efektif dikedepankan/diterapkan.
Dengan demikian bila melihat objek
yang akan dilindungi oleh hak gugat
pemerintah ini adalah hak milik publik
yang berarti mengarah pada pemulihan
keadaan semula sebelum terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan, penulis berpendapat akan
lebih efektif apabila dipergunakan
sanksi administratif dimana pemerintah
berwenang mengambil sebuah tindakan
hukum sepihak yang bersifat memaksa.
Penggunaan instrument keperdataan
seperti yang dikehendaki Pasal 90 ayat
(1) hanya akan memperlambat upaya
pemulihan fungsi lingkungan dan
perlindungan lingkungan karena proses
hukum acara perdata yang biasanya
memakan waktu yang lama dan
menghabiskan dana yang tidak sedikit.
Dan apabila yang dituju adalah
penjeraan /penderitaan bagi pelaku
natuurlijk persoon maka akan lebih
efektif apabila pemerintah berada dalam
keadaan lembaga publik yang diwakili
jaksa penuntut umum menerapkan /
menjatuhkan sanksi pidana seperti
diatur dalam Pasal 98 s/d Pasal 100 UU-
PPLH.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Dalam mekanisme penegakan
hukum lingkungan yang diatur di
dalam UU-PPLH maka hukum
administrasi negara memgang
fungsi sebagai instrument
penegakan hukum yang bersifat
preventif dan represif. Bersifat
preventif dilakukan melalui
mekanisme perizinan dan
pengawasan terhadap segala usaha
dan/atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak penting bagi
lingkungan. Sementara bersifat
represif melalui pengaturan
penerapan sanksi administrasi
berupa teguran, paksaan pemerintah
(bestuurdwang), pembekuan izin
lingkungan, pencabutan izin
lingkungan dan denda administarif
dan uang paksa (dwangsom).
2. Dengan melihat fungsi dan
kedudukan hukum administrasi
negara tersebut dan kewenangan
dalam menjalankan peranan
sebagai organisasi publik yang
melindungi lingkungan hidup
sebagai bagian dari hak publik
maka perumusan Pasal 90 ayat (1)
tentang hak gugat pemerintah dan
pemerintah daerah merupakan
suatu upaya hukum yang tidak
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efisien dan efektif ddalam
penanggulangan pencemaran
dan/atau pencemaran serta
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup mengingat
instansi pemerintah yang dimaksud
bukan sebagai lembaga keperdataan
tetapi sebagai lembaga publik.
Saran
Untuk lebih menguatkan mekanisme
penegakan hukum lingkungan
hendaknya para aparatur negara sebagai
penegak hukum dibekali pemahaman
dan pengetahuan yang lebih baik dalam
menjalankan fungsi perlindungan nya
agar pelaksanaan penegakan hukum
melalui instrumen hukum administrasi
negara dapat lebih efektif dalam upaya
pengelolaan dan perlindungan
lingkungan hidup.
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